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The issue of inheritance can be a source of problems or disputes
in a family, especially regarding the issue of the position of
unborn children as heirs, because if a person dies, he leaves
behind pregnant relatives, for example wife. (widow), mother,
daughter, daughters-in-law, sisters, and others, so there are
problems in the distribution that need to be resolved, especially
from the perspective of Islamic inheritance law. This research
discusses the position of unborn children as heirs and them
distribution to unborn children in the perspective of Islamic
inheritance law. The research method used in this writing is
normative legal research. type where data collection is carried
out by studying library materials such as the Al-Qur'an, Hadith,
and Complications of Islamic Law. Meanwhile, judging from its
nature, it is in the form of descriptive analysis. The research
results show that Islamic inheritance law is of the view that. the
unborn child will receive inheritance if the conditions are met.
Among other things, the child was born with the living conditions
as contained in the Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 11, An-Nisa
Verse/4: 12, An-Nisa/4: 176; and Surah AlBagarah/2: 233.
Meanwhile, there are three ways of dividing it, namely: First,
waiting after the baby is born to find out its gender. Second,
carrying out the distribution without waiting for the birth of the
child in the womb alone. Third, if a child is born a boy, he will
not receive an inheritance because it has been. previously
distributed by the heirs and if the child is born a girl, he will get
a 1/6 share to complete the 2/3 share of his biological sister.

ABSTRAK

Masalah harta warisan dapat saja menjadi sumber permasalahan
ataupun sengketa dalam sebuah keluarga, terutama mengenai
permasalahan kedudukan anak dalam kandungan selaku ahli
waris, sebab apabila seorang wafat dunia, sementara itu ia
meninggalkan kerabat yang mengandung, misalnya istri (janda),
ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara wanita serta
yang lainnya, sehingga terdapat permasalahan dalam
pembagiannya yang perlu dituntaskan khusunya dalam
pandangan hukum waris islam. Penelitian ini membahas tentang
kedudukan anak yang masih dalam kandungan sebagai ahli waris
beserta pembagiannya kepada anak yang masih dalam
kandungan dalam prespestif hukum waris Islam. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan ini berjenis penelitian
hukum normatif dimana pengumpulan data dilakukan dengan
cara memperlajari bahan kepustakaan seperti Al-Qur"an, Hadis,
dan Komplikasi Hukum Islam. Sedangkan dilihat dari sifatnya
adalah  berbentuk analistis deskriptif. Hasil penelitian
menunjukan bahwa hukum waris islam berpandangan kedudukan
anak yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta
warisjikalau terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak
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tersebut terlahir dengan kondisi hidup sebagaimana terkandung
dalam al-Qur"an surat An Nisa/4: 11, An Nisa Ayat/4: 12, An
Nisa/4: 176; dan surat Al-Bagarah/2: 233. Sedangkan
pembagiannya terdapat tiga cara, yaitu: Pertama, menantikan
sesudah bayi tersebut telah Ilahir untuk mengetahui jenis
kelaminnya. Kedua, melaksanakan pembagian tanpa menunggu
kelahiran anak dalam kandungan untuk seorang diri. Ketiga,
pembagian anak yang lahir berjenis laki-laki tidak akan
mendapat warisan karena sudah dibagikan sebelumnya oleh para
ahli waris dan jika anak tersebut terlahir perempuan maka
memperoleh bagian 1/6 untuk penyempurnaan 2/3 bagian dari
saudara perempuan sekandung.

1. Introduction

Dalam kehidupan ini manusia memiliki keterbatasan waktu dalam menjalani
hidupnya. Apabila yang maha kuasa telah mencabut nyawanya atau datangnya kematian,
maka urusan keduniawian tidak lantas berakhir begitu saja. Kematian disatu sisi telah
mengakhiri urusan duniawi orang yang telah meningggal, namun disisi lain juga

menimbulkan akibat ataupun dampak kepada orang yang ditinggalkan.

Adapun salah satu dampak yang ditinggalkan ialah pembagian harta yang
ditinggalkan oleh orang yang meningggal kepada keluarga yang ditinggalkan ataupun
yang sering disebut dengan pembagian harta kewarisan. Kewarisan merupakan proses
berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan
yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak
serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya

kepada generasi berikutnya yang masih hidup.*1

Ahli waris (Warits) menurut KHI yaitu ahli waris dipandang beragama Islam
apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian,
sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut
ayahnya atau lingkungannya.? Menurut KUH Perdata ahli waris yaitu para keluarga
sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama. Dalam

Keperdataannya sendiri masyarakat akan di berikan pilihan hukum dari para pihak yang

! Maimun Namawi, Pengantar Hukum Kewarisan Islam, Pustaka Radja, Surabaya, 2011, him. 4.
2 Intruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat
Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, 2007, him. 115.
® Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Wipress, 1992, him. 243.
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memiliki kepentingan, yaitu tiga hukum di atas yang di sebutkan. Pada intinya sistem

hukum apapun yang di gunakan hukum kewarisan sendiri merupakan aturan yang di
dalamnya mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah dinyatakan meninggal

dunia kepada ahli waris yang masih hidup.

Masalah harta warisan ini menjadi sumber permasalahan dan sengketa dalam
sebuah keluarga, terutama apabila di dalamnya sudah mengenai siapa saja yang berhak
dan siapa saja yang tidak berhak, dan setelah berhak seberapa banyak bagian yang di
peroleh oleh ahli waris tersebut.* Hal ini lah yang menimbulkan permasalahan dan
sengketa dalam keluarga bahkan hingga menimbulkan keretakan keluarga. Orang ingin

berlaku seadil-adilnya, namun oleh orang lain di anggap tidak adil.’

Dalam memastikan ahli waris yang berhak maupun tidak berhak sebagai ahli
waris dan dalam memastikan hak-hak serta kewajiban ahli waris terhadap harta
peninggalan kerabatnya yang sudah wafat banyak menimbulkan permasalahan di mana
salah satunya mengenai permasalahan kedudukan anak dalam kandungan selaku ahli
waris, sebab apabila seorang wafat dunia, sementara itu ia meninggalkan kerabat yang
mengandung, misalnya istri (janda), ibu, anak perempuan, menantu perempuan, saudara
wanita serta yang lainnya, sehingga terdapat permasalahan kewarisan yang perlu
dituntaskan. Permasalahan ini ialah apakah ada hubungan kewarisan antara pewaris

(orang yang wafat) dengan bayi (anak) dalam kandungan kerabatnya tersebut.®

Selain itu, anak yang masih dalam kandungan ibunya belum dapat dipastikan atau
masih belum jelas apakah dia (anak dalam kandungan) akan lahir hidup atau tidak, dan
belum dapat ditentukan apakah bayi dalam kandungan tersebut berjenis kelamin laki-laki
atau perempuan, selain itu apakah anak yang dikandungnya kembar atau tidak, sedangkan
ketiga hal tersebut (keadaan hidup atau mati dan berjenis kelamin laki-laki atau
perempuan dan kembar atau tidak) sangat penting dalam melaksanakan pembagian

warisan ahli waris, termasuk dalam menentukan porsi.

4 Zakiah Darajat, llmu Figih, Jilid 3, Dana Bhakti Wakaf, Yogjakarta, 1995, him. 4.
® Iriyanti, Hak Waris Anak Dalam Kandungan Di hubungkan dengan pasal 836 Kitab Undangundang
Hukum Perdata dan Kompilasi hukum islam, Jurnal Surya Kencana, Universitas
Pamulang, Volume 4 Nomor 2, 2017, him. 195.
® Rachmad Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cet. 1, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 16.
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Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Baik anak laki-
laki maupun perempuan merupakan ahli waris, bahkan dia adalah ahli waris yang paling
dekat dengan pewaris. Namun yang menjadi pertanyaan ialah apakah anak dalam

kandungan tersebut merupakan ahli waris yang berhak menerima warisan atau tidak.’

Salah satu syarat ahli waris adalah hidup ketika pewaris meninggal, dengan
demikian anak dalam kandungan sudah bisa dianggap hidup walaupun itu hidup secara
hukum. Anak dalam kandungan merupakan ahli waris yang sah bagi orang tuanya.8 Islam
tidak pernah luput dalam mengatur sesuatu bahkan hal kecil, dan salah satu yang memang
di perhatikan dalam Islam adalah memelihara segenap pemeluk agamanya untuk
kehidupan yang rahmatan lil alamin dengan tetap terjaganya hak waris anak yang
memang sudah lahir maupun hak waris anak yang masih dalam kandungan ibunya.
Seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya akan tetap menjadi bagian dari ahli
waris dari orang yang telah wafat. Hal ini sesuai dengan hadis nabi yaitu:

OB s e il SIS )3 G Sl A8 Jlae {3 plaa WS

055 4le o {otal) el 13 alis e & e 0 350

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin 'Amar; telah menceritakan kepada kami
Ar Rabi' bin Badar; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zubair dari Jabir, ia
berkata; "Rasulullah shallallahu *alaihi wasallam bersabda: 'Apabila seorang Jabang
bayi telah dapat berteriak, maka ia harus dishalatkanb dan berhak mendapatkan hak

warisan."

Para Ulama mazhab bersepakat bahwa anak dalam kandungan akan mendapatkan
warisan apabila anak tersebut sudah memenuhi 2 syarat, yaitu adalah sudah berwujud di
dalam Rahim ibunya ketika pewarisnya wafat, dan anak tersebut lahir dalam keadaaan

selamat.

Tetapi anak yang di dalam kandungan seorang perempuan belum dapat ditentukan

hak waris yang diterimanya, karena belum dapat diketahui secara pasti keadaanya,

" Komite Fakultas Syariah Unviersitas Al-Azhar, Hukum Waris, Senayan Abadi Publishing,
Jakarta, 2004, him. 358.
8 Salma Alfarisi, Hak Waris Anak Dalam Kandungan Menurut Fikih Syafi"l Dan Komplikasi
Hukum Islam, Jurnal Institut Politeknik Ganesha Medan, VVolume 1 Nomor 1, Tahun 2020, him.
136.
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apakah anak tersebut akan lahir dengan selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan, dan

satu atau kembar.®

Telah diketahui bersama bahwa syarat memberikan harta warisan kepada siapapun
harus benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karena itu, yang disebut
kandungan adalah anak yang masih dalam rahim ibu dan belum diketahui sifat dan
keadaannya. Mungkin saja lahir dalam keadaan hidup atau meninggal, mungkin laki-laki
atau perempuan, kita tidak bisa memastikan, kecuali sudah lahir.® Syarat seseorang dapat
mewarisi salah satunya adalah dalam keadaan hidup saat pewaris wafat, karena anak yang
masih dalam kandungan belum dianggap benar-benar hidup. Kelahirannya dalam
keadaan hidup menurut tenggang waktu yang telah ditentukan oleh syariat merupakan
bukti yang nyata atas perwujudannya disaat orang yang mewariskan wafat.”* Untuk
menentukan tenggang waktu anak dalam kandungan para ulama fikih membuat batasan
usia minimal masa kandungan anak sehingga dapat ditetapkan bahwa anak tersebut sudah

ada dan dapat mewarisi.

Di Indonesia telah terjadi pergeseran sistem kewarisan Islam dari yang semula
berpegang teguh kepada aliran/pendapat jumhur fugaha™ kepada sistem kewarisan
campuran beberapa pendapat (penggabungan beberapa mazhab) sebagaimana diatur
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang konon merupakan perwujudan fikih yang di
terapkan di Indonesia yang merupakan hasil ijtihad jamai para ulama Indonesia.'> Dan
apabila dicermati dengan seksamake tentuan dalam Buku Il KHI tentang Hukum
Kewarisan, sesungguhnya banyak hal-hal baru yang diatur di dalamnya, yang berbeda
dengan pendapat jumhur fugaha", diantaranya seperti Pasal 174 yang mengatur tentang
susunan atau urutan ahli waris, Pasal 181 dan 182 tentang Kalalah, Pasal 185 tentang ahli

waris pengganti, Pasal 209 tentang Wasiat Wajibah.

® Muhammad Ali Ash-Shabuni, al-Mawarits fi Syari"atil Islamiyah ,,ala Dhau" al-Kitab wa as Sunnah,
alihbahasa A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta,1996, him.165-166.
19 Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di
Indonesia), Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2017, him. 134.
! Fatchur Rahman, 1lmu Waris, cet. ke-2, Alma“arif, Bandung, 1981, him. 199.
12 Firdaus Muhammad Arwan, Keahliwarisan Dalam KHI Sebuah Pengaturan Yang Belum
Tuntas, Majalah Hukum Suara Ul dilag No. 13, Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan
Peradilan Agama, Jakarta, 2008, him. 5.
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Masalah hukum waris di Indonesia, khususnya mengenai distribusi aset di antara

para ahli waris, telah menyebabkan perselisihan dan perpecahan keluarga. Tersedianya
berbagai pilihan hukum, termasuk hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata,
berpotensi menimbulkan konflik dan kasus hukum, terutama jika terdapat perbedaan
interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat. Konsep hukum waris, sebagaimana
diuraikan dalam hukum Islam, membahas pengalihan properti dari orang yang meninggal
ke orang yang masih hidup, dan penentuan ahli waris yang sah dan bagian masing-
masing. Lanskap hukum yang kompleks ini telah menjadi subjek studi ilmiah dan

implikasi praktis dalam masyarakat Indonesia.
2. Research Method

A. Pembahasan
1. Pengertian Kewarisan

Dalam pasal 171 huruf (a) Kompilasi hukum Islam mendefinisikan hukum
kewarisan adaah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta
peninggalan (tirkah) pewaris, menetukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris

dan berapa bagiannya masing-masing.™

Pembagian itu lazim disebut faraidh, artinya menurut syara™ ialah pembagian
pusaka bagi yang berhak menerimanya. Salah satu dampak tersebut adalah pembagian
harta peninggalan orang yang meninggal di kalangan keluarga atau sering disebut
dengan pembagian harta warisan. Dalam konteks hukum Islam, pembagian harta
warisan merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dalam keilmuan dibahas secara
khusus dalam figh mawaris. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya
sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang

telah mati.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum
kekeluargaan (Al ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam
pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan
dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi

umat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan

3 Kompilasi Hukum Islam.
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setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang

berhak untuk menerima warisan tersebut.

2. Tinjauan Hak Kewarisan Kepada Anak yang Masih Dalam Kandungan
Prespektif Hukum Waris Islam
Mengenai hak waris bayi dalam kandungan, masih belum terdapat ketentuan
tertulis dalam hukum positif Indonesia. Jika kita melihat dari segi das sollen dan das
sein, maka dapat dikatakan bahwa mengenai hak waris bayi dalam kandungan memiliki

das sein namun belum memiliki das sollen.

Sedangkan, tidak dapat dipungkiri bahwa kasus-kasus serupa dapat terjadi di
masyarakat. Dasar hukum utama Indonesia adalah aturan-aturan tertulis. Sementara jika
kita lihat, aturan mengenai hak waris bayi dalam kandungan masih belum terdapat
dalam aturan-aturan hukum yang ada, ketika dilihat dari segi hukum Islam.

Berdasarkan sebuah penelitian, mengenai pandangan masyarakat terkait hak
waris bayi dalam kandungan, bahwa secara hukum Islam anak dalam kandungan berhak
mendapat warisan karena anak dalam kandungan itu statusnya hidup, jika anak dalam
kandungan itu hidup, maka dia sudah termasuk syarat orang yang berhak menerima

warisan.*

Hak waris bayi dalam kandungan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Kitab
Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu:
1. Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan,
bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya.

2. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa dalam KUH Perdata sendiri

telah memberikan hak kepada bayi yang masih dalam kandungan. Salah satu yang

4 Ahmad Bahrul Ilmi Hasibuan, Pandangan Masyarakat Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten
Deli Sedang terhadap Pembagian Harta Warisan Anak dalam Kandungan (Analisis terhadap
Pendamat Imam Syafi"i, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara Medan, 2020, him. 92.
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termasuk ke dalam haknya, yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya,

dalam hal ini ketika ada orang yang meninggal dunia.

Di dalam hukum kewarisan sendiri tidak bisa ditentukan jenis kelaminnya
sendiri, jadi mengenai pembagiannya diberikan bagian terbanyak. Apabila bagian
tersebut berlebih, bisa dibagikan kembali kepada ahli waris yang lain. Hukum Islam
mengatur bagian yang berbeda antara perempuan dan laki-laki dalam hal pembagian
warisan. Jika seperti itu, maka pembagiannya sendiri bisa dilakukan pada saat si bayi

masih dalam kandungan ataupun setelah lahir.

Apabila pada awalnya sudah disepakati bahwa warisan dalam hal ini harta
(tirkah) akan dibagi setelah bayi dalam kandungan tersebut lahir, namun ada pihak yang
berkepentingan, maka harta (tirkah) bisa saja dibagi saat si bayi dalam kandungan
tersebut belum lahir. Hal ini dikarenakan juga dalam Islam ada ketentuan bahwa ketika
ada orang yang meninggal dunia maka dia wajib berstatus juga sebagai pewaris dan

harta (tirkah) sudah harus langsung dibagi ke ahli warisnya.

Menjadi pewaris juga ada Syaratnya yakni, orang yang telah meninggal dunia
yang beragama Islam, memiliki harta warisan, dan memiliki ahli waris. Jika salah satu
diantara hal tersebut tidak dimiliki, maka tidak disebut sebagai pewaris, akan tetapi
hanya sebagai orang meninggal biasa. Aturan terkait kewarisan diatur dalam pasal 171
Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:*

1. Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli
waris dan berapa bagiannya masing-masing.

2. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal
berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta
peninggalan.

3. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah
atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris.

15 Mahkamah agung republic Inodnesia, data pengadilan agama Jakarta timur (diolah)
https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi, diakses pada
tanggal 5 desember 2023.

22



_ [Muhibuddin Zaini]

. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa

harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah

digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya

pengurusan jenazah (Tahjiz), pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.

. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga

yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari

seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,

biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal

kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

. Baitul mal adalah balai harta keagamaan. Namun, mengenai figih mawaris sendiri

banyak sekali yang belum dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah
satunya vyaitu terkait kewarisan bayi dalam kandungan, dalam hal ini bagian

warisannya.

Adapun ciri-ciri Hukum Islam sebagai berikut:

1.
2.

Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipidahkan dari iman atau akidah

dan kesusilaan atau akhlak Islam.

. Mempunyai dua istilah kunci yakni

a. Syariat yang terdiri dari wahyu Allah dan sunnah nabi Muhammad

b. Figih yang terdiri dari hasil pemahaman manusia tentang Syariah

. Terdiri dari dua bidang utama yakni

a. Ibadah yang bersifat tertutup karena telah sempurna
b. Muamalah dalam arti khusus dan luas yang bersifat terbuka untuk dikembangkan

oleh manusia yang memenuhi syarat dari masa ke masa

. Strukturnya berlapis, terdiri dari

a. Nas atau teks Al-Qur"an
b. Sunnah Nabi Muhammad (syariat)

c. Hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah
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d. Pelaksanaannya dalam praktik baik berupa keputusan hakim maupun berupa

amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat

e. Mendahulukan kewajiban dari hak.'®

Sementara tujuan hukum Islam secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan
hukum Islam adalah kebahahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan
jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah (menolak) yang mudarat,
yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum
Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan

social.l’

1. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Mawaris
Untuk dapat menerima pusaka, harus memenuhi beberapa rukun beberapa sebab,
dan beberapa syarat dan beberapa penghalang (mani™). Rukun waris ada tiga, yaitu:

a. Muwarits, orang yang meninggalkan hartanya Dalam Kompilasi hukum Islam pasal
171 huruf b mendefinisikan sebagai berikut: Pewaris adalah orang yang pada saat
meningggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan
beragama Islam, meningggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

b. Warits Orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal, seperti
kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan. Kompilasi hukum Islam dalam pasal
171 huruf ¢ meyatakan sebagai berikut: Ahli waris adalah orang yang pada saat
meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan
pewaris, beragam Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

¢. Mauruts harta yang menjadi pusaka. Harta ini dalam istilah figh dinamakan mauruts,
mirats, irts, turats dan tarikah.71 Harta warisan adalah hara bawaan ditambah dengan
bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat

pewaris.*®

2. Sebab-sebab Orang Mawaris
Ada kesepakan umum di kalangan akan ulama tentang kausalitas sebab-sebab

16 Ibid., him 58-59.

7 Ibid., him 61.

18 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, him. 114.
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kewarisan yakni karena hubungan perkawinan, kekerabatan dan perwalian. Hubungan

perkawinan (Ashab Al-Furudh al-Sababiyah) dimaksud adalah dapat saling waris
mewarisi antara suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan. Sedangkan hubungan
kekerabatan bersifat adanya hubungan nasabiah (genetik) antara pewaris dengan para
ahli waris. Hubungan tersebut baik bersifat lurus ke bawah (furuiyah) yakni anak
keturunan, ataupun ke atas (Ushuliyah) seperti bapak atau ibu dan juga bersifat

menyamping (Hawasyiah) yakni para saudara pewaris.*®

3. Pengahalang Orang Mawaris
Para ulama telah sepakat bahwa status seseorang karena berbeda agama, sebab
membunuh dan perbudakan merupakan penghalang terjadinya pewarisan, hanya mereka
berbeda pendapat dalam merincikannya.
a. Perbedaan Agama
Orang muslim hanya memberi waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia orang
muslim, sedangkan ahli waris nya bukan muslim, ahli waris itu tidak berhak

mendapatkan harta waris. Rasulullah SAW. bersabda:

W, ..:;‘]. Jﬂi \lejjﬁ y
Artinya: “Tidaklah saling mewarisi antara dua orang yang berbeda agama” (H.R
Ahmad, Abu Daud, Dan Ibnu Majah)

b. Karena membunuh
Apabila seorang ahi waris membunuh pewaris, ia tidak berhak mendapatkan warisan.
Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

(s ) (e JA G
“Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya” (H.R Abu Daud).

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pada buku Il Bab I1, pasal 173 menyebutkan
bahwa terhalangnya seseorang ahli waris untuk mewarisi kerabatnya adalah apabila

dengan putusan hakim yang telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap karena:

19 Sukris Sarmadi, Transendensi Keadilan hukum waris Islam Transformatif, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1997, him. 28.
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1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada

pewaris.

2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah
melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau yang
lebih berat.

c. Perbudakan

Perbudakan merupakan salah satu penghalang waris, karena Allah memberikan
warisan kepada orang yang berhak dengan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan jadi
itu adalah milik ahli waris, dan budak tidaklah memiliki hak atas kepemilikan (harta

benda), seperti sabda Rasulullah:
Al I i &1 ) el A0 O 4 e 5

“Barang siapa yang menjual budak yang memilik harta makahartanya dalah milik

penjual sampai pembeli mensyaratkannya” (HR. Abu Daud)

4. Kedudukan Anak Yang Masih Dalam Kandungan Sebagai Ahli Waris Dalam
Prespektif Hukum Waris Islam
Ahli waris dalam hukum Islam di bagi menjadi 2 yakni ahli waris yang di
tetapkan khusus dalam Al-Qur"an dan langsung dari Allah serta oleh Nabi dalam hadist
nya dan yang kedua adalah ahli waris yang di tentukan melalui ijtihad dengan
meluaskan lafadza yang terdapat di dalam nash hukum dan adapula yang di pahami dari
petunjuk umum dari Al-Qur"an atau hadist Nabi. Hal ini berarti ahli waris yang
mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik dikarenakan melalui
hubungan turunan (dzunnasabi), hubungan periparan (ashihru), maupun hubungan
perwalian dapat di bagi menjadi dua golongan, yaitu:
1. Ahli waris yang hak warisnya mengandung kepastian, berdasarkan ittifag oleh para
ulama dan sarjana hukum Islam.
2. Golongan yang hak warisnya masih di perdebatkan (ikhtilaf) oleh para alim ulama

dan sarjana hukum Islam.?

Apabila dilihat dari segi bagian yang di terima mereka maka ahli waris di

20 syparman Usman dan Yusuf Somawisata, Figih Marawis Hukum Kewarisan Islam, Gaya Meia
Pratama, Karta, 2002, him. 63-65.
26



_ [Muhibuddin Zaini]

bedakan menjadi 3 bagian yaitu kepada:

1. Ahli waris ushab al-furudh, yaitu ahli waris yang menerima bagian yang besar
kecilnya telah di tentukan di dalam Al-Qur"an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6 dan 2/3.

2. Ahli waris ,,ashabah, yaitu ahli waris yang bagian yang di terimanya adalah sisa
setelah harta waris yang di bagikan kepada ahli waris ashab al furudh.

3. Ahli waris zawi al arham, yaitu ahli waris yang sebenarnya memiliki hubungan darah,

namun menurut ketentuan Al-Qur"an tidak berhak menerima warisan.?

Bahasan mengenai ahli waris ini tentu saja masih sangat panjang, mengingat
dalam hukum Islam semua di atur secara rinci agar sesuai dengan syariat yang berlaku.
Apabila ahli waris dilihat dari jauh dekatnya hubungan kekerabatan, tentu saja kerabat
yang lebih dekat lebih memiliki hak untuk menerima warisannya dari pada yang jauh,
dapat di bedakan menjadi:

1. Ahli waris hajib, yaitu ahli waris yang dekat yang dapat menghalangi ahli waris yang
jauh, atau karena garis keturunannya yang menyebabkan dapat menghalangi ahli
waris yang lain.

2. Ahli waris mahjub, yaitu ahli waris yang jauh yang terhalang oleh ahli waris yang
dekat hubungan kekerabatannya. Ahli waris ini dapat menerima warisan , apabila

tidak ada yang menghalanginya. %

Sedangkan bagian anak dalam hak waris antara laki-laki dan perempuan
memakai konsep “lidzakari mislu hadziil unsayaini”, artinya porsi anak laki-laki lebih
banyak dari pada anak perempuan yakni dua kali lipat. Allah SWT telah menetapkan
bahwa bagian anak laki-laki dua kali lipat dari pada anak perempuan, hal ini di sebabkan
laki-laki lebih banyak memikul tanggung jawab selain menafkahi dirinya, laki-laki juga
menanggung nafkah dari anak-anaknya, istrinya dan kerabat yang berada di bawah

tanggungannya.

Sedangkan untuk perempuan tidak demikian, sesunggunya agam Islam telah
memuliakan hak perempuan, yaitu dengan embrionya bagian dalam kewarisan. Padahal

pada masa jahiliyah, perempuan tidak mendapatkan hak waris.

21 syparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam, him. 59.
22 H
Ibid., him. 60.
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Maka bukti keislaman seorang hamba dapat dilihat dari sejauh mana ketaatannya
dalam menjalankan syariat Islam. Allah SWT telah memeritahkan hamba-hamba Nya
yang beriman untuk menjalankan syariat secara total. Hal ini di sebutkan dalam Al-

Qur"an di surat Al Bagarah ayat 208 yang berbunyi:

RV RENVRN RN H TN R SR B\ (AP

Ciue e &4
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan,
dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh

yang nyata bagimu.”

Bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-
ayat Al-Qur an, sunnah Rasulullah saw. pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun

yang mukhtalaffih.?

Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah cukup banyak yang menunjuk tentang hukum
kewarisan. Dibawah ini akan dikutip pokok-pokok dari dasar hukum kewarisan yang

terkandung dalam Al-Qur"an dalam Surat An-Nisa Ayat 11.

G338 sl I8 Ha° il Jas e SN R0V 51 23 40 a3

ORI 4355 5 alall g Baml 5 018 (5% 58 s B (48 (e

550540 56 A BT A 8 &) @155 e ) s a5

Ty 355 e O 4236 3540 4 IS T N a3 4 3G

#laki 481 &S A 535% ¥ A5 5 AL 5l lhea )

LS Ll SIS bl §f i A 2

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya
seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika

orang yangmeninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

8 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, him. 295.
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maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyaibeberapa saudara,

maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang
tuamu dan anak-anakmu, kamu tidakmengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Firman-Nya: Jis, a3 e Sl (lidz dzakari mitslu hazhil untsayain) bagian
seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, mengandung
penekanan bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan
sebagai ukuran untuk bagian anak lelaki, maka itu berarti sejak semula seakan-akan
sebelum ditetapkanya hak anak laki-laki hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada.
Bukankah jika anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu anda harus memiliki alat
ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu? Penggunaan redaksi ini
adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang
diberlakukan pada masa jahiliah itu. Pemilihan kata (L&) dzakar yang diterjemahkan
diatas dengan “anak lelaki”, dan bukan ( utnu “ikalel“ itrareb gnay lujar ( o+ ¢k
menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor penghalang bagi penerimaan warisan,
karena kata dzakar dari segi bahasa berarti jantan, lelaki baik kecil maupun perempuan,
binatang maupun manusia. Sedang kata rajul adalah pria dewasa. Demikian juga hal
dengan kata (I (=) untsayain yang diterjemahkan “dua anak perempuan”. Bentuk
tunggalnya adalah (i J4) untsa yang berarti “betina/perempuan”, baik besar atau kecil,

binatang atau manusia.

Firman-Nya: (&S3 (e e &l Ty 2385 ) min ba'di washiyatin yushi biha au dain /
sesudah (dipenuhi) wasiat dan atau hutangnya (dilunasi). Rasul saw. Menganjurkan kaum
muslimin untuk berwasiat, tetapi wasiat tersebut tidak boleh kepada ahli waris dan tidak
juga boleh berlebih dari sepertiga harta warisan. Masalah waris di kalangan umat Islam di
Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,
bahwa pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara
kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang.

1. Perkawinan.

2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
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3. Wakaf dan sedekah.

Sedangkan syarat-syarat kewarisan yaitu waris-mewarisi sebagai fungsi
pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal
dunia dengan orang yang ditinggalkan. Namun didalam pewarisan juga ada hal yang
dapat menjadi penghalang apabila orang yang bakal diganti kedudukannya masih ada dan
berkuasa penuh terhadap harta miliknya, atau orang yang bakal menggantinya tidak
berwujud disaat penggantian terjadi. Apalagi diantara keduanya terdapat hal-hal yang
menjadi sebuah penghalang tidak sahnya kewarisan tersebut. 2*kewarisan, diantaranya:
Oleh karena itu syarat-syarat tertentu dalam kewarisan, diantaranya:

1. Meninggalnya pewaris dengan sebenarnya dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa
ia telah benar-benar meninggal.

2. Orang yang mewarisi hidup pada saat yang mewariskan meninggal dunia dan
dibuktikan secara hukum.

3. Ada hubungan pewarisan antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi,

yaitu: hubungan nasab, hubungan pernikahan, dan hubungan perbudakan.

Pewarisan dalam Islam baru terjadi apabila ada sebab-sebab yang mengikat antara
pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab tersebut adalah karena adanya
hubungan perkawinan, kekerabatan atau nasab, dan karena hubungan wala"
penjelasannya sebagai berikut:

1. Perkawinan Seseorang dapat memperoleh harta warisan tentu karena salah satunya
karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan orang tersebut. Atau
bisa kita sebut sebagai pasangan suami istri dari pewaris.96 Mengenai dasar tentang
perkwinan yang menjadikannya sebab pewarisan adalah potongan Q.S An-nisa ayat

12 yang berbunyi:
ETRARSERESTSE PP

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh isteri-isterimu” %

#* Jaya, Hukum Kewarisan di Indonesia.
% https://quran.kemenaq.go.id, “Al-Qur"an surat An-Nisa ayat 12” (n.d.).
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2. Hubungan Kekerabatan Hubungan kekerabatan tidak lepas dari hubungan nasab atau

kekerabatan antara pewaris dengan ahli warisnya. Kekerabatan terjadi alfuri® atas
(keturunan kebawah), al-ustl (keturunan keatas) dan al-hawash (keturunan
menyamping).?® Hal ini sesuai dengan dalil Q.S al-anfal ayat 75 yang berbunyi:

1od o B L AR 158005135808 5 355 e 15800 (3l

cfle 0% 08 A BP0 (S 18 i 51 gl a5

3. Al-Wala* Al Wala yaitu hal yang menjadikan seseorang, menurut hukum, mempunyai
ikatan kekerabatan dengan orang lain, seseorang yang membebaskan budak berarti
telah mengembalikan kemerdekaan seseorang sebagai manusia, karena itu Allah
memberikan hak mewarisi terhadap budak yang dimerdekakan, kondisi tersebut terjadi
apabila budak tersebut tidak memiliki ahli waris karena kekerabatan maupun karena
perkawinan.”’ Dasar pewarisan karena wala ini adalah sabda Rasulullah saw, yaitu:

unﬁwlu;@uu;euuuﬁh_jummdhlmwm;

Gl Gl eVl W) 06 aes e @ s 00

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Isma'il bin Abdullah) mengatakan; telah
menceritakan kepadaku (Malik) dari (Nafi') dari (Ibnu 'Umar) dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan”.?

Yang berhak menerima warisan adalah seseorang yang mempunyai sebab terikat
kepada ahli waris. Yang pertama adalah orang yang memiliki hubungan darah, sebagai
mana anak yang lahir dari Rahim ibunya, kemudian sang anak mencari laki-laki yang
menyebabkan ibunya melahirkan, meskipun tanpa adanya pernikahan antara seorang ibu
dan ayah tersebut, maka hubungan darah masih tetap berlaku antara seorang anak dan
laki-laki yang di sebut ayah.Yang kedua adalah karena adanya pernikahan yang sah, oleh
karena itu istri adalah ahli waris suami begitupun suami juga ahli waris istri. Terjadinya
sebab kewarisan karena adanya hubungan darah antara ibu ayah dan anak. Kemudian
faktor usia tidaklah menjadi halangan bagi penerima waris, karena penetapan warisan
laki-laki lebih besar dari perempuan itu sudah menjadi ketentuan Allah SWT. Yang

ketiga karena hubungan kekerabatan, diantara sebab beralihnya harta orang yang

%6 syarifudin, Hukum Kewarisan Islam.

2 syarifudin, Hukum Kewarisan Islam.

%8 https://www.hadits.id, Hadits Bukhari Nomor 6255 (n.d.).
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meninggal kepada orang yang masih hidup, di antaranya karena adanya hubungan

kekerabatan, hubungan kerabat sendiri di tentukan karena adanya hubungan darah, seperti
halnya seorang anak yang lahir dari rahim ibunya sehingga timbul hubungan kekerabatan

secara alamiah.?®

3. Analysis and Discussion

4. Closing

1. Hukum waris Islam telah mengatur bahwa anak dalam hak waris antara laki laki dan
perempuan memakai konsep “lidzakari mislu hadziil unsayaini”, artinya porsi anak
laki laki lebih banyak dari pada anak perempuan yakni dua kali lipat. Kedudukan
anak (bayi) yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta waris jikalau
terpenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya, anak tersebut terlahir dengan kondisi hidup.
Dasar hukum kewarisan terkandung dalam al-Qur“an di atur dalam: a) Q.S An
Nisa/4: 11; b) Q.S An Nisa Ayat/4: 12; c) Q.S An Nisa/4: 176; dan d) Alqur'an Q.S.
Al-Bagarah/2: 233.

2. Dalam pembagian warisan kepada anak yang masih berada dalam kandungan
terdapat tiga cara, yaitu:

a. Menantikan sesudah bayi tersebut telah lahir. Ini adalah cara yang memudahkan
guna mengetahui status dari anak tersebut, “apakah dia memang benar-benar
menjadi ahli waris”, serta “berapakah bagian yang dia terima, sebab telah bisa
diketahui jenis kelaminnya (laki-laki atau perempuan)”.

b. Jika ahli waris lainnya menginginkan pembagian tersebut sesegera mungkin
dilaksanakan dengan tidak menanti kelahiran anak/bayi tersebut, maka proses
waris bisa dilaksanakan dengan memperhitungkan bagian anak/bayi tersebut untuk
bagian seorang, meskipun bisa saja dia terlahir kembar.

c. Jika bayi dalam kandungan tersebut terlahir laki-laki kemudian tidak memperoleh
warisan dikarenakan telah habis dibagikan kepada para ahli waris yang memperoleh

bahagian (ashab al-furud), sedangkan jika bayi tersebut terlahir perempuan akan

2 Arif Wicaksana, Hubungan Kewarisan Menurut Hukum Islam, Https://Medium.Com/ (2016):
18-36.
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memperoleh bagian 1/6 untuk menyempurnakan 2/3 bagian dari saudara perempuan

sekandung.
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